89

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku
Abidin Said, Zainal. 2004. Kebijakan Publik. Yayasan Pancur Siwah, Jakarta

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi
Revisi VI), Rineka Cipta. Jakarta.

Iskandar. 2008. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan
Kualitatif). Gaung Persada Press. Jakarta.

Kuper Adam & Yessica, 2000, “Ensiklopedia llmu-llmu Sosial”’. PT. Raja
Grafindo Persada.

Ndraha, Taliziduhu, 2005. Kybernologi Sebuah Charta Pembaharuan. Tangerang
Banten : Sirao Credentia Center.

Nugroho, Riant. 2009. Kebijakan Pendidikan yang Unggul, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta.

Labolo, Muhadam, 2010. Memahami IImu Pemerintahan, Jakarta, PT. Raja
Grafindo Persada.

Rasyid M Ryaas. 2000. Makna Pemerintahan. Jakarta: Mutiara Sumberdaya.

Riduwan. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Alfabeta, Bandung.
2009.

Samudra, Wibawa et.al, 1994. Evaluasi Kebijakan Publik, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta.

Sedarmayanti. 2004. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan
Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Refika Aditama.

Subarsono, AG. 2006. Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar,Yogyakarta.

Suwitri, Sri. 2011. Konsep Dasar Kebijakan Publik, Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, Semarang.

Syafaruddin. 2008. Efektivitas Kebijakan Pendidikan, Penerbit Rineka Cipta,
Jakarta.



90

Syafiie, Inu Kencana, 2005. Pengantar limu Pemerintahan, Bndung, PT Refika
Aditama.

Tanjung, Hendri. 2003. Manajemen Pemerintahan Daerah. Djambatan. Jakarta.

Usman, Husaini. 2009. Metodologi Penelitian Social. Edisi Kedua. Bumi Aksara,
Jakarta.

Abdul Wahab, Solichin. 2004. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UMM Press.
Malang.

Wibowo, Eddi. 2044. Kebijakan Publik dan Budaya, YPAPI, Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik Era Globalisasi : Teori, Proses, dan Studi
Kasus Komparatif. PT. Buku Seru, Jakarta.

B. Dokumentasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan



